
BUPATI SEMARANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR ~4 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan motifasi dan 
kinerja instansi pelaksana pemungutan retribusi, 
maka perlu ada Kebijakan Daerah tentang pemberian 
Insentif; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) 
Peratu.ran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 67 
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, 
Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertent:u, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu disehutkan bahwa tata cara 
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan 
retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan . huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara 
Pemberian d.an Pemanfaatan. Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan. Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari . 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lem.baran Negara 

· Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perh;endaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5589) 
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahilll 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tetang 
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2906 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 



Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun · 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Ka.bupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, 
Tam.bahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2) sebagairoana telah diubah dengan 
Peratu.ran Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
SemarangTahun 2014 Nomor 14); 

.. MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
DAERAH. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonom.i seluas­
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

4. Bupati Semarang yang se]anjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 
Kabupaten Semarang; 

5. Wakil Bupati Semarang yang selajutnya disebut Wakil Bupati adalah 
W akil Kepala Daerah Kabupaten Semarang; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas clan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan diteta.pkan dengan Peraturan Daerah; 

7. Retribusi daerah _ yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 
Daerah sebagai pembayaran ·atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

8. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksana!G:m PemungutanRetribusi 

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi 
serta pengawasan penyetorannya 

10. Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut 
Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas pokok dan 
fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
.pelaksanaan dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan 
retribusi. 

(2) 1'ujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan 

pemanfaatan Insentif pemungutan retribusi ; dan 
b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian dan pemanfaatan insentif 

pemungutan retribusi. 

BAB III 

RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 
a.besaraninsenti~ 
b.penerimainsenti~ 
c. pemanfaatan dan alokasi besaran insentif; dan 
d. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; 



BAB IV 

BESARAN INSENTlF 

Pasal 4 

( 1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi diberikan 
insentif. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % ( tiga 
perseratus ) dari rencana penerimaan. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana 
penerimaan tiap jenis retribusi yang ditetapkan melalui APBD tahun 
anggaran berkenaan. 

(4} Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak diberikan untuk 
pemungutan retribusi pelayanan kesehatan. 

BABV 

PENERIMA INSENTIF 

Pasal 5 

(1) Insentif diberikan kepada instansi. 
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional 

dibayarkan kepada : 
a. pejabat dan pegawai; dan 
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan 

keuangan daerah. 

BAB VI 

PEMANFAATAN DAN ALOKASI BESARAN INSENTIF 

Pasal 6 

(1) Insentif diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 5 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima 
Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi. 

(2) Pemanfaatan dan alokasi besaran insentif retribusi daerah diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-:undangan. 

Pasal 7 

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat diberikan kepada 
penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila target 
penerima retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan 
i:,ecara triwulan dapat dicapai. 

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
meningkatkan: 
a. kinerja SKPD; 



b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat; 

3. Pencapaian target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut: 
a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus); 
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus); 
c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)~ dan 
d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus). 

4. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1}, dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, kecuali pemberian Insentif 
triwulan IV akan dianggarkan dan dibayarkan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja tahun berikutnya. 

5. Dalam ha1 target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk 
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah 
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2}. 

6. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak 
membatalkan lnsentifyang sudah ciibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 

7. Dalam hal Insentif Pemungutan Retribusi pada triwulan IV tahun yang 
berkenaan telah mencapai 100% (seratus perseratus), maka Insentif dapat 
diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan pada tahun berikutnya. 

8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus 
perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif 
diberikan untuk triyrulan Ill dan · triwulan sebelumnya yang belum 

dibayarkan. 

Pasal 8 

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetor 
ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Daerah. 

Pasal 9 

Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



BAB VU 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
padatanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

GUNAWAN WIBISONO 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal ..2-~ - 13 - .9-01'5 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 
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